WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 7! TAHUN 2010
TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 22
TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraluran Daerah Kota
Palembang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penyeriaan Modal
Daerah Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan
Daerah Sumatera Selalan dan Bangka Belitung yang telah
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Palembang
Tahun 2010 Nomor 22 tanggal 1 Desember 2010, perlu
menetapkan peraluran pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
periu menstapkan Peraturan Walikota Palembang tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22
Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan
Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan
Bangka Belitung.

Mengingat - 1. Undangndang Nomor 28 Tahun 1859 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat |l dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomar 28 Tahun 1899 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Rl Tahun 1899 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran MNegara Rl Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Rl Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4437) sebagaimana lelah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang — Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nagara RI Tahun 2008
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4844),



Menetapkan

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuvangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lemmbaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Rl Tahun 2005
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4503);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4609);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraluran Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

12, Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Pokck-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2);

13.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kola
Palembang Tahun 2008 Nomor 6),

14, Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
(Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN  WALIKOTA PALEMBANG TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL
DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK
PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA
BELITUNG.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22
Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan
Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan
Bangka Belitung.

Pasal 2
Memerintahkan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kota Palembang ;

2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Palembang ;

3. Direklur Utama Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan
Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ; dan

4. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang,

untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22

Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan

Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan

Bangka Bslitung.



Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Bernta Daerah Kota
Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 1 Desember 2010
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